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Tmdsk Pidana Kehutanan seperti pertamhahan penduduk, penduduk kawasan
kebakaran hutan, illegal longging dan lain schagninya yang sejadi di Indonesia
khususnya di Provinsi Swunawva Utara merupakan salah satu kejahatan yang sulit
diberantas, sebagairoana kim ketahui bahwa hutan yang berfungsi sebagai salah satu
sistem penyangga kehidupan, keadasnnya sekarang cenderung menurun kelestanannya.
Oteh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah berusahs mengadakan peraturan-
peraturan yang tisak bertanggung jawab, untuk itu dipetlukan adanya pengawasan hutan
sean terpad: dan berkesinambungan sehingga dapat menimalkan kevusekan hutsn yang
tenpadi di (ndonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Polii ini penulis mengangkat pevsoslan sebagaimana peran penyidikan
dalam pemberantatan tindak pidana kehutanan, apa-apa saja yang dihadapi Penyidik
Polri dalam usaha pembeiantasan tindak pidana kehusanan dan upaya-upaya yang
ditalukan Penyidik untuk pemberantasan tindak pidana kehutanan di Provinsi Sumatera
Utara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan upaya
untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan, akan tetapi perkembangan selanjumya
menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi yang dilekukan oleh selanjutnya
menunjukkan bagaimana variatifnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak
kehutanan tarsen, sehingga dalam proses penyidikan terhadap wrsangka ataupun para
pelaku tindsk pidana kehutanan harus tunduk dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tidak terlepes dengen ketentuan-ketentuan yang
diaturdalam KUHAP.

Parap Penyidik Polri di Sumatera Utara yaitu agar penangaman tindak pidana
kehuwanan lebih efektif dalam melakukan penyidikan tethadep tindak pidana kehutanan
tersebut. hal ini disebabken karens ketertatasan yang selalu dihadapi oleh Penyidik Polri
karena keterhatacan personil dan pengetabuan dibidang tertentu yang sering kali
menyebabkan penyidik polri tidak mampu menangani tindak pidana tertentu yang terjadi.

Penclitian ini dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan dengan studi
kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran tethadap buku-buku, iteranu-literatus
yang berkaitan dengan tindak pidana kehutenan dan juga melakukan wawancara secara
langsung dengan pihak-piliak yang texkait, dengan Penyidik Polii dengan menggunakan
dasa-dam yang ada diuraikan basil-hasil penelitian melalui dase primer dan data sekunder
yang kemudian diseleksi serta dianalisa sedanglen data yang diperoleh dilapangan diedit
sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan yang dibahas
yaitu penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Dan berdasarkan penclitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bghwa
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kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polii dalam melakukan penanganan tindak
pidana kechutanan sccara umum edslah : lemahnya koordinasi antar penegak hukurn,
pelaku utama (actor intelektual) yang sulit ditlembus oleh hukum, adanya otonom daerah,
kurangnya sarana dan prasarana dan ketertmatazan dana.

Bahwa supaya penanggulangan tindak pidana kemnanan dapat beijalan dengan
baik dan sesuai dengan yang diherapkan maka harus dilakukan peningkamn
pemberantasan tindak pidana kebutanan, mempersiapkan aperawr penegak hukum baik
dari segi kualitas maupun kuantitas dao memberlakukan peratwran-peranoas dan
ketentuan-ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baiknya guna meminmalkan
sekecil mungkin tindak pidana kehumsnan tersebut disehauh (ndonesia khususnya di
Provinsi Sumaters Utara.

UNIVERSITASMEDAN AREA





